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- Oleh: Firoz Gaffar

ejadian dari-perkara ini telahuberiangsung 1eb1h dari dua tahun" i

para ;_pelakuz-adalam'sxstem peradllan ‘Kasus \ini ‘sendiri, sejak awalnya me-"
mang. diasosiasikan banyak ‘orang bak" benang kusut: terlalu banyak sxmpul-ﬁ.
‘nya hingga sulit dlural meskipun kedua ujungnya tampak terang benderang i
‘Ujung benang satunya adalah unjuk-rasa sejumlah buruh: PT. Catur Putra
.Surya (CPS)di. Sidoarjo dalam menuntut perbaikan nasib.- Sedangkan kema- -
tian salah-satuburuh peserta demonstram -bernama Marsinah-yang: mayatnya’
ditemukan di Nganjuk bisa' dianggap sebagal ujung ‘benang iamnya Keku-
sutan-dimulai dari- terjadmya penyiksaan-yang diluar batas peri kemanus;aan
saat interogasi: “tidak-sah” terhadap beberapa orang tersangka, termasuk N e
Mutlarx ‘SH; sehmgga bisa dikatakan kasus Marsmah kim men_;adz suatu
cause celebre -

+ Skenario: yang telah. dlbangun dan tercermin: daiam Benta Acara Peme»
riksaan (BAP) pihak penyidik pada bagian’ endmg-nya galannya proses per-
adilan harus ‘rontok.» Dalam:hal‘ini," terjawab sudah keraguan banyak pihak
atas tuduhan. yang: dllemparkan kepada sembilan orang yang dikatakan‘me-
nyelenggarakan suatu "rapat™ untuk merencanakan suat pembunuhan, yakm
ketika palu hakim di: tingkat MA telah- jatuh untuk membebaskan semuanya,
yang salah-satunya adalah Ny.: Mutiari, SH. Ada yang menilai bahwa vonis
ini-kontroversial dan menimbulkan gunjingan. Namun demikianlah pendirian
yang: dlyaklm majelis hakim dengan ketua ‘Adi Andojo Soetjipto, seorang ha-
kim agung-yang belakangan ini namanya mencuat sangat tinggi sehubungan
dengan pengungkapannya mengenai terjadinya kolusi di dalam tubuh MA:

- Begitu pentingnya putusan ini untuk diikuti, mengingat pula terdapat be-

tetapi meninggalkan kesan dan’ pelajaran yang. berharga bagx": '
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_’oerapa aspek prmsnp hukum yang turut dlketengahkan dalam pemmbangan: :

:'15"5;6 E ' Hukum dai Pe&zbaﬁgunzﬁi_ .

yang sama dipecah ke dalam dua BAP dengén ferdakwa dan salm bergan— _

tian saling menjadl saksi dan terdak_ /3 satu sama 1ain, ?ada fase bertkutnya, _

di pengadilan, para terdakwa. dan saksimencabnt semua keterangannya ka-

rena dilakukan di bawah tekanan ﬁs;k maupun mental

Duduk Perkara

Fokus perkara ini tertuju pada kematian seorang buruh wanita di pabrik
PT CPS bernama Marsinah dengan usia 20 tahun. Mayatnya ditemukan di
Nganjuk pada ‘9. :Mei 1993 Dalam visum et repertum, disimpulkan bahwa ia
meninggal akibat memar. pada kandung kencing/usus bagian bawah serta pen-
darahan pada rongga perut. Berdasarkan hal inilah pihak penyidik. melakukan
pengusutan dengan menarik Ny Mutxan SH dan: beberapa orang lamnya
dari:PT..CPS :sebagai tersangka.

< Awal klsahnya ‘beberapa hau sebelum tewasnya Marsmah terjadl dua
kah -aksimogok ‘buruh:di halaman ‘kantor PT..CPS di Sid(}ai'j() ‘yang me-
nuntut-peningkatan kesejahteraan buruh: Buntutnya, pimpinan; perusahaan
mengadakan ‘pertemuan ‘yang dihadiri delapan orang, salah‘satunya adalah
Ny. Mutiari; SH; sebagai Kabag Personalia.untuk membahas situasi unjuk
rasd tersebut: Dalam rapat; berkembang: rasa tidak senang atas sikap dan
tindakan:Marsinah yang mempelopori pemogokan inu, bahkan timbul pemi-
kiran untuk menyingkirkan Marsinah dari pabrik tersebut. Beberapa.hari
kemudian:ternyata Marsinah sudah tidak tampak lagi di Imgkunoan pabnk
sampa1 akhirnya mayatnya ditemukan. - g

- Ny..Mutiari, SH diajukan jaksa penuntut umuin’ ke depan Pengadﬁan
Negeri Sidoarjo .dengan dakwaan. yang: berlapis-lapis. Primairnya dida-
sarkan pada pasal.340.KUHP (jo. pasal 56 ke-2), yakni membantu dengan
sengaja-dan rencana lebih dahulu’merampas nyawa seorang perempuan ber-
nama Marsinah: Dakwaan:subsidair -berbunyi’ membantu-dengan 'sengaja
memberi: keterangan ‘untuk melakukan kejahatan penganiayaan-berat-yang
dilakukan dengan-rencana lebih dahulu, mengakibatkan mati; menurut.pasal
355-ayai {2) KUHP (jo pasal 56 ke-2). Pada’dakwaan lebih subsidair, Ny:
Mutiari; SH dikenakan pasal 333 ayat (3) KUHP (jo pasal. 56:ke-2), yakni
_membantu-dengan sengaja merampas kemerdekagn seseorang yang. mengaki-
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mah Aguﬁﬂ ___*Sebagazmaﬁa t'eiah' klta Iicetahux majehs hakzm kasasi.pada;
akhxrnya menyatakan permohonan kasasi dan -_J aksa. Penuntut Umum tidak.

dengan dakwaan primalr ' subsidair dan lebih subsuia;r ‘menurut pasal 67
KUHAP, jelas tidak dapat dimintakan banding, melainkan dapat dimintakan
kasasx Dlsampm itu, pengajuan, k33331 dlanggap t iah__daluarsa (melewatx-i
14 harl) sebagalmana diatur pasal 245, ayat (1) KUHAR. Sebaliknya, majelis.
haklm kasasi mengabulkan parmohonan kasasi Ny Muuan SH dan sekali-
gus membatalkan putugan PT. Surabaya dan PN Sidoarjo yang bersangkutan..
Ketika mengadih sendiri perkara tersebut, majelis. menyatakan Ny, Mutiari:
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang:

didakwakan kepadanya.
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CoUHERL e L " Hukim dan Pembangiinan

: : lis. e_sungguhnya terlepas dan Tsmpapu '_
unul 'Marsmah ang benamya,

chkatakan demikian?’ Bayangkan saja,’ selama 19 hari - para terdakwa meng—___
alari: pendentaan aklbat ‘penyiksaan biadab mental ‘dan fisik, yang bagi
bm ang” pua akan memmbulkan ;eaks1 bahk Beberapa memt pun

© Sist’ "'-lam pertimbangan inagehs “hakim . ka3351 ~dan justru ‘ini” yangj
dijadikan pernmbangan utama- bahwa pengadllan negeri dan tinggi telah’
salah nienerapkan hukum pembukt:an ‘karena para terdakwa itm dijadikan"
saksi® terhadap terdakwa lain “ dalam" perkara yang ‘teélah dipisah-plsah y
Terdakwa “yang”juga ‘menjadi saksi ini lazim’ dinamakan dengan’ saks:_:
mahkota yang merupakan terjemahan bahasa Belanda kroon getuide.
Ketika“ menjadl saksi, terdakwa terikat dengan sumpah yang telah diang-
katnya Sementara itu, ketika menjadi terdakwa, fia tidak mungkin mungkir
dari kesaksxanny' Dalam hal demikian, tentunya Kesaksian itu akan men_;ad:'-
unsur yang memberatkan dirinya; Hal ini mengarah pada pelanggaran hak:
asas"‘ manus:a hal yang justru dljunjung tmggi daiam U‘U No 8 Tahun"'

Selama ini, pemenksaan perkara yang dzplsah dalam suatu peristlwaf
penyertaan (yakm terilbatnya lebih-dari ‘sorang pelaku dalam suatu tindak-
pidana) dianggap memberikan status masmg~masmg terdakwa yang berbeda~'_

beda pula: Sehmgga sebagaimana yang disitir Prof, ‘Loebby Loqman selama

inii tidak ‘ada pihak yang ﬂenghl,raukan penggunaan keterangan "saksi mah--

kota"; Padahal, pasal 168 KUHAP secard gamb!ang menyatakan bahwa kelu—"-

. arga‘sedarah atau sémanda dalam’garis Turis ke atas atan ke hawah sampai.
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1" atau yang | bersama-sama- sebagai terdakwa.»:tak o

Kikat dari asas inj adaiah: untu
dan kepastian hukum. . Ses

gan dengan cara mengédxlx perbuatan (concursus) Artmya pasai
76 KUI—IP membatam penuntutanudarx pasa.‘l 63—67 KUHP. Tuduhan harus

Prof Bambang Poernomo ada nga peiuang menghmdar; asas 1m yakm bx]a
aspek perbuatan secara. formai masuk dalam rumusan delik yang lain, . ‘se-
hingga masing masing. aspek perbuatan dapat. menjadx delik tersendiri. J uga,
mengartikan perbuatan sebagai kelakuan beserta keadaan _yang menyertainya;
sehmgga beberapa aspek perbuatan rnenjadl delik. yang: berdm sendiri. Atan
juga, terdapatnya aspek perbuatan. yang bersifat lebih berat dari. putusan ter-
dahuly, serta bila diketahui adanya unsur kebohongan dari keterangan ter-
dakwa,

Sebagalmana dmralkan di atas putusan majells hakim kasasi mengenaz
kas f Marsinah tentunya akan’ ‘memperkaya khasanah ‘putusan-putusan peng-
adilan yang mempunyai “*nilai lebih". Bagaimana-tidak:*Di tengah-tengah
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengadilan, yang pa-
ralel dengan lunturnya penghormatan. atas hukum, para angpota maijelis ha-
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““ Terakhir, bahwa sudah pastx tidak diperbolehkan mengadili seseorang
untik kedua kalmya dalam suatu perkara yang sama. Sementara itu, al;
humah Marsinah di alam kubumya sand, barangkali tetap berharap-cem
pembunuh dirmya ‘bakal ‘ditemukan. Maka," bila‘ingin‘tetap” mengahadlrkaq
(mahtan)"t'e"rd'akﬁ)a'*y’ang'-“didiiga"'kéras sebagai pelaku tindak pi'da'rxa,'d
iksaanulang dengan suatu rekonstrukm perbuatan baru dan pe
buktian fakta yang baru juga. Déngan ‘demikian, ‘upayaini blsa men_;adl
tuduhan vers: baru agar dapat mengesampmgkan asas ne bzs m ta'em

..Seorang alim harus. mengajar dirinya sebelum mengajar.
| orang lain, dan hendaknya mengajar dengan, peu!akunya
« |- ¢ehelum mengagaf dengan ucadan-ucapannya. . .. -
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'Menurut Loebby, UU. Grasi ti-
dak _mengatur, berapa kali grasi.bisa,
d:ajukan Kalau tidak diatur demi-~
kian, maka berarti gram bisa dia-
Jukan un‘mk kedua. kahnya atau bisa -

juga tidak bisa. Untuk itu, UU Gra-

si harus dltmjau kembah G
Sejak tahun. 1980, BPHN (Badan:

géhg (3D 4setelah permohonan Pe-_ﬁ
ninjauan . Kembah_ mereka ditolak.

_'partemen Kehakzman telah mengkap _

" Kantor Menteri Negara ngku_‘
ngan H;dup saat__mx-:_sedang menyu-

dup Sarwono Kusnmatmadja meng-
ungkapkan hal itu kepada para war-,
tawan beberapa waktu lalu. Naskah
perubahan UU Lingkungan Hidup
itu diharapkan seIesai sebelum Pe- -
milu 1997,

Naskah - perubahan UU No 4
Tahun 1982 itu akan dibahas secara
mterdepartemen Setelah . ity. akan
dibuat - rancangan . undang-undang
untuk d:bahas dan dimintakan perse*;_
tujuan. DPR.. .

UU No. 4/ 1982 tldak memasuk—;
kan unsur pembuktlan formal. Kon-
disi demikian mempesulit penegakan.
hukum lingkungan, Selama ini pem-.
buktian. pencemaran lingkungan di-

W”'W“Wéfﬁhm“ﬁﬁﬁ ~Hukurti Wasiomal) De~
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Takukan dengan pembukiian mater-




e

' ___.'.‘nya pencemaran hngkungan

~ Sekalipun  pembuktian formal
-akan dimasukkan di dalam undang-

"_undang lingkungan yang akan da-
> tang, tidak berarti: pembuktlan ma-

Pendapat Kapoin tentang
Pembentukan Hukum
Kapolrx '-(Kepala Kepohsian RI)'

Jenderal ‘Banurusman ‘Astrosemitro
beberapa waktu fall rnengemukakan

masih banyak hukum yang dxpaksa—"

kan- proses pembentukannya Hu-
kum “dibuat sekadar untuk meme-

nuhi target sektoral - masmg-masmg'

departemen ‘dalam masa satu Pelita
(Pembangunan Eima Tahun). © ~ ~

* Hukum dan Pembangunan

untuk dumpleméntamkan Faktor
penyebabnya misalnya antara lain,
sosial-ekonomi, politik dan: budaya
Contohnya; penundaan- ‘berlakunya
Undang-undang “nomor 14 ‘tahun
1992 tentang’ Lalu_lmtas dan Angkuit- -
an'Jalan (UULAJ) karena tidak me-

-mungkinkan pemndakan ‘terhadap

bus kota dan sarana angkutan umum'
iamnya yang tidak laik jalan, tidak
dimungkinkan dilakukan penindakan
terhadap ofek yang digunakan seba-
gal ‘sarana-angkutan’ omum ta
1jm dan lain-lain.
Alasan ‘lain dari masalah ‘masih
banyak hukum yang sulit dltegakkan
karena tidak didukung penegak hu-
kum dan sarana prasarana yang' ti-
dak memadai. Misalnya, tidak dapat
dilakukannya penmdakan terhadap‘
pelanggar UULAJT pada pasal-pasal'
yang mengatur kelayakan kendaraan
dan poius: karena tidak adanya alat
detekm dan tidak smpnya personel
yang “menguasai, ‘tidak efektxfnyaf
penyidikantindak pidana lingkungan
hidup karena kurangnya pengetahu--
an tentang bagaimana mendeteksi-
dllampaumya ambang batas pence-
maran bagi penyidlk dan penvehdxk

““Pendapat it diungkapkan Banu-

dan lain-iain. "~
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dan tidak mampu membenkan Ja-
mi : 'fserta banyak per-

rmg:dziakukan oleh debt
tor,  tidak’ terjaring. sanksi
A, atan: perbuatan melanggar
‘rasa keadilan oleh golongan kerah
putlh {white collar crime) yang ber-
lindung di balik: kelemahan undang-
undang yang-ada:+ i
“Kebutuhan:: masyarakat harus
men_da_sa;x_ ‘pembentukan ‘suatu un-
dang-undang. Untuk-ita perlu peng-
kajian- mendalam -dilihat dari: aspi-
rasi: masyarakat sehingga setiap di-
namika masyarakat yang sudah..be-
gitu tinggi selalui -diikuti’ aturan
perundang—undangan Misalnya;un-
dang-undang tentang. Psikotropika.
i+ Saat ini juga dirasakan kebutuhan
kehadiran sgjumlah undang-undang;
misalnya: undang-undang: tentang
korban:kejahatan, Polri; anak-anak,
wanita, peninjauan kembali oleh pe-
nuntut-umum, ‘perluasan:perjanjian
ekstradiksi,- penyederhanaan prose-
dur penyidikan, perlindungan raha-
sia bisnis, dan keamanan negara.

L2 3

'199‘7 Komnas: HAM akan: me

'garan pemiln.

nusia (Komnas HAM) akan melaky:
kan pemantauan pelaksanaan Pe ;

dak’ Ianjuti senap laperan pelang-

«Sekretaris }enderal Komnas
HAM. Prof: Dr. Baharuddin Lopa \
SH: mengungkapkan rencana. peman-
tauan Pemilu 1997 kepada para war--
tawan awal - April::lalu - di: Yogya—_
karta, Namun Lopa menegaskan’ pe-
mantauan pemilubukan satu»samnya
tugas Komnas HAM. Sebab memis
liki banyak:tugas:lainnya..o 4

-+ Tugas pemantauan Pemilu: 1997
masih ‘akan dijabarkan lebih lanjut.
- Dalam melakukan tugasnya itu
Komnas HAM :tidak - semata-mata
bersifat.-menunggu tetapi mencan
masukan darl pihak 1am é

o EER

5 Sébﬁ'gian'Beéar" tharis
: Toiak Daftar ke Bapepam

Direktur Perdagangan P’I‘ Bursa
Efek-Surabaya (BES) Hardjosumitro
membenarkan emiten. sulit mencari
notaris di:Surabaya menyusul diber-
lakukannya ‘Undang-undang “No:+ 8
Tahun 1995 tentang Pasar ‘Modal
{Bisnis, 8/4/96). Bahkan PT.. BES
yang akan melakukan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS) pada 22

Nomor 2. Tahun XXVI
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notaris yang: terdaftar di-Bapepam.
Sebagai jaiazx keluarnya; ~Har-
dgosumltm mengusulkan agar pe-
‘merintah perlu’ mengeluarkan ‘pe-
tunjuk pelaksanaan :(jukiak) -bagi
- penerapan: pasal 164 UU Pasar ‘Mo-

_ 'dal alam bentuk peraturan peme—

Berdasarkan pasai 64 notans me—
nenmkan bahwa setlap notans yang
dn lmgkungan pasar modal (sebagai
penunjaﬁg) harus terdafiar di Bape-
pam. Hal itu Jjuga berlaku bagi pro-
fesi; penunjang lamnya, misalnya pi-
alang; penjamm em131 dan: bxro ad-
ministrasi efek. HOLRIFHE

Namun kalangan notaris: meng~
anggap hal itu sebagai bertentangan
dengan ketentuan Menteri Kehakim-
an yang menegaskan'setiap notaris
tidak perlu: mendapatkan. izin: dari
lembaga ‘lain dalam melakukan
fungsinya. : et

Akibat ket:daksesua:an tersebut
kini sulit mencari notaris yang ter-
daftar di Bapepam. Padahal di Sura-
baya “terdapat: -sekitar- 30" emiten
yang:membutuhkan notaris terutama
ketika mereka akan melakukan
RUPS maupun RUPS:Luar Biasa.

- Ketitka UU No.  8/1995 masih
menjadi rancangan, lkatan Notaris
Indonesia (INI) sudah mengusulkan
agar - profesi -notaris  tidak dima-
sukkan dalam kategori. profesx pe—
mmjanﬂ pasar modal S

=+ Catatan Sipil Harus: -
Mencatat Nama Sesuai -
Kemgman Pemohon

I{alangan praktm hukum memde—_ _'
sak agar Catatan Sipil: sebagax iem—

sesuan dengan permmtaan pemohon o

+ Pendapat- tersebut - dikemukakan
duapraktisi-hukum, Teguh:Samu-
dera,:SH dan Henry Yosodiningrat, -

SH; sehubungan dengan penclakan
sebuah ‘kantor-Catatan--Sipil .di. Jas
karta  untuk ' mencantumkan: nama
keluarga/marga. di ‘belakang nama
seorang anak (Kompas, 18/4/1596);
Teguh Samudera menyatakan pe-
nolakan untuk mencantumkan nama
keluarga -bertolak ‘belakang dengan
apa yang - dituntut ‘'di dunia inter-
nasional. Di uar -negeri, pencan-
turnan nama kecil saja justru ditolak
karena nama keluarga selalu dzmmta
untuk.dicantumkan. -
‘Henry +dan . Teguh berpendapat
reglemen pencatatan : sipil pening-
galan kolonial Belanda dinilai tidak
tepat digunakan sebagai acuan. Saat
ini‘ada upaya pemerintah untuk me-

‘ngubah hukum kolonial men_]adn hu—

kum nasional.

- Reglemen catatan sipil tersebut
dibuat oleh pemerintan kolonial Be-
ianda untuk melakukan dlsknmmasx
bagi bumiputera. :

Ea ]
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mendukung pembentukan Tim Ko-
ordinasi. Pengawasan Khusus (Kor-
wasus) -_-untuk mengusut--lsu kohm

'Eu'gaan-koiu& diMA dalam per-
kar: j_=_Ghand_a Me_r_norlal School

ungkapkan Ad A_ndo;o SH Ketua
Muda Bidang-Hukum - Pidana: MA;
Dalam surat- kategon rahasm yang
dlkmm kepada Kepala: Kejaksaan
Negeri - (Kajari) Jakarta -~ Pusat;
Andojo:meminta-agar pihak kejak-

saan . menyampaikan: permohonan.

peninjauan kembali (PK) karena ter-
dapat indikasi kolusi antara maijelis
hakim agungdengan terdakwa Ram
Gulumai mantan Kepaia Sekolah

Baxk Guiumal maupun pencaca~:
ranya :Djazuli- Bahar, serta;majelis

hakim:agung yang:memeriksa per-

kara tersebut yang. -dipimpin ‘ oleh:

-.Samsoeddm Aboebakar SH te}ah_

- itu diajukan ke Pengadilan
Tinggi, maka hukuman Gulumal di-
kurangi:menjadi .delapan bulari. Dj
Mahkamah. Ag‘ung, Gnlumal divonis
bebas pada 1995.
Menurut And_;ogo pembebasan
Gulumal. bisa. terjadi-akibat adanya
kolusi antara pengacara Gulumal de-
ngan majelis hakim agung:yang me-
meriksa: perkara: GMS. Karena'itu; -
melalui surat rahasia,-Andojo minta
Kepala Kejari Jakarta Pusat meng-
ajukan PK. Alasannya, Rapim:MA

Tanggal:5 Desember 1995 menemu=

kan :bukti kolusi ‘antara . Gulimal
serta: pembeianya dengan Ina_]elzs
hakim agung.

~:Surat Andojo tersebut kemudxan
bocor dan dimuat di dalam sebuah
majalah-berita mingguan di Jakarta,

A

Empa‘t Perkara' yang keculnya adaiah besar yaxtu

-api, permusuhan, penyakat dan kemelaratan
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 Depkeh Bantah L*ecehkam
- Depag dalam Susun
RUU Peradllan Anak

--'----*:‘Menteri -Kehaklman Oetow Oes-
man membantah bahwa Departemen
Kehakiman ‘(Depkeh) ‘melecehkan
Departemen Agama (Depag) ‘dalam
penyusunan Rancangan Undang-Un-
dang: Peradﬂan ‘Anak “(RUU 'PA);
Depag telah dilibatkan dalam proses
rancangan undang-undang tersebut.
Bantahan: tersebut disampaikan
Menkeh ‘menanggapi reaksi keras
kalangan Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR).dalam acara Sidang Paripur~
na:DPR; awal Maret lalu.- :

+Oetojo menegaskan  setiap pem-
bentukan perundang-undangan itu
menyertakan departemen  terkait.
Penyusunan RUU Peradilan Anak
ini sudah dihasilkan sejak tahun
1987. .

Fx:akst-frak& d1 DPR bereak31___

s karena penyusunan rancangan
undang-undang itu tidak melibatkan

rtemen Agama. Bahkan bebe-
rapa pasal RUU Peradilan Anak dic

Hukum dan Pembanguﬁ_é_z_}: :

nilai kalangan DPR bebérapa pasals
nya tidak sejalan dengan akidah- Is-
lam dan membahayakan umat Islam.

Oeto;o berjanji. RUU" Peradilan
Anak tidak akan mengesampmgkan
dan’ "mengebiri" - aspirasi masyara-
kat. . RUU ini‘dimaksudkan untuk
mengatur tata cara penyelenggaraan
peradilan anak, untuk membedakan--
nya -dengan. peradilan pidana dan
perdata bagi orang dewasa. Perbe-
daannya-juga terletak pada-tata cara
persidangan - dan penjatuhan hu-
kuman {

~RUU. Peradllan Anak ini bukan
dimaksudkan untuk - satu golongan
saja dari masyarakat Indonesia, teta-
pi untuk seluruh: masyarakat.  Dan
pemerintah- tidak ‘akan : menyepele-
kan dan mengurangi aspirasi-aspira-
si golongan-golongan agama dalam
penyusunan RUU ini. Semua aspi-
rasi akan dibahas secara musyawa-

-rah mufakat,

_ Penyusunah RUU Peradxlan A-
nak juga memperhatikan permasala-
han yang tertuang dalam UU Perka-

‘winan tentang perwalian dan adopsi.
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Fraksi ABRI tidak akan menolak
Rancangan Undang-Undang Inisiatif
tentang Perubahan Pemilu yang dia-

jukan Fraksi-Persatuan Pembangun-- -
an (FPP) DPR. Namun F- -ABRI me- ../
minta waktu mempelajari RUU ter- =
sebut ekahgus berharap agar. fraksx e

Pandangan tersebut dlsampazkan

ketua. F»ABRI DPR Suparman Ach- e

1 FPP. hasan tingkat pertama RUU Pe-
F-ABRI merasa perlu mempe- h
RUU. Inisiatif Perubahan Pe- . .
‘karena RUU tersebut masm e
" " keseluruhan materi RUU Siaran su-

: Haz, mengatakan RUU.. Inisiatif Pe-
rubahian Pemilu «dibuat
: mtruksx DPP PPP. .

167

Namun banyak-plhak_meragukan

Pemﬂu saat ini, masxh reievan

DPR Sepakat Bahas
s RUU Slaran

~Seluruh anggota DPR sudah me-
nerima naskah Rancangan Undang-

‘undang“(RUU) Penyiaran dan siap

membahas RUU tersebut. RUU Pe-
yxaran éngatur antara lain televisi

- swasta.diizinkan untuk membuat be-

rita sendiri.
_Menurut .agenda. DPR, pemba-

nyiaran akan dilakukan sekitar bulan
Juni (Media Indonesia, 3/4/96).
Kalangan DPR -menilai. secara

dah menampung aspirasi yang ber-
kembang di kalangan magsyarakat,
misalnya televisi swasta diizinkan

_-menyelenggarakan siaran berita sen-

irl, -
ampai saat ini televisi swasta
belumn diizinkan untuk membuat be-

- .rita sendiri, selain ikut menyiarkan

. berita TVRI. Namun televisi swasta

&l mw%&&amwswawwmgw@m%a me

fuan Pembangﬁhén (FPP) Hamzah

Momor.2 Tahun XXV
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Cooies L _Hukumdan_Pé?ﬁbéﬁéﬁ n

Lembaga penyiaran swasta itu
secara khusus diatur di dalam pasai |
9, yaitu bahwa kegiatan penyiaran  cetak, yaltu Tata V'Krama Slaran_
swasta dlselenggarakan oleh lem- (pasai 41)

. DAN PEWR&H Hmjw

_.;Kebeiuian Buku atau penerb:ian yang dlmsksud hdak ada &l
kota Anda _zpadahai Anda sangai memedakannya" L

o _';"H“h”f'ﬁ' kami, dengan surai dan sertakan’ perangko baiasan
i dalamnye, Karm skan__segera membaniu Andsl

Taia Ussha 2

Ma;alah-_:
%WRW e
Y ?EMM@HMW
e 3’1 Cirebon. e, 5, Jakarta Pusat
Telp. (021) 335432, Fax: (0213157324
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U__I Fakultas .Hukum Umversxtas

Indonesia . akan menyeienggarakan
*Penataran Antropologi Hukum dan
Sosiologi Hukum" selama 25 hari,
mulai 7-31 Juli-1996. Panitia pe-
laksana penataran mensyaratkan
bahwa peserta penataran adalah staf
pengajar fakultas hukum yang sudah
pernah mengikuti penataran Antro-
pologi dan Sosiologi. Hukum atau
salah satu diantaranya, Pegawal dari
iembaga yang berkaitan dengan | hu—
kum juga dlpe;kenankan untuk me-
ngxkutl penataran ini. - . o
.-Kegiatan:. penataran ini merupa—
kan -rangkaian -dari: upaya pemng—
katan kemampuan . staf pengajar
Antropologi. Hukum dan. Sesxologz
Hukum pada fakultas hukum. .. .,
- Penataran ini. merupakan mata-

169

telah diselenggarakan sebeiumnya
. Materi . penataran . akan mel_l'
subjek-subjek antara lain, yaitu
1. Teori-teori pluralisme hukum;. .
2. Pendekatan ideologis,- deskriptif
dan kasus sengketa dalam. meng- :
kaji-hukum; - '

'3, Hukum dan perubahan sosial;,

4, Hukum, konstitusi dan masyara-:

kat;

5. Hukum dan kekuasaan dalam
perspektif sosmlogls'

6. Penegakan hukum dalam pers-
pektif sosiologi hukum,;

7. Konsep . hukum . pidana dalam
perspekt:f S _s:olog: hukum;

8. Teori dan teknik perundang-un-
Hungaih

9. Metode mengajar; .. .

10. ngauan sosmiogls terhadap cor:

porate society; '

11 Tlnjauan soswlogls terhadap
- hukum ekonomi; . _

12 Peaerapan ilmu sosm_logx 1
hadap hukum kontrak -

Penye}enggaraan penataran bertu-

juan untuk:

1. Memperdalam pengetahuan staf
-pengajar. tentang -materi Antro-
po]ogl Hukum dan Sosao]ogl Hu-
- kum dan penerapannya di indo-—
-nesia; .o

2 Membemkan pengetahuan dan
contoh cara pengajaran dari. An—
tropolog1 Hukum dan Sosmiogn
Hukum;.. .

3 Memberikan. pemahaman terha—
dap berbagai, pendekatan  yang
.-dikenal. dalam: Antropologi: Hu-

rantai dari kegiatan penataran yang

Nomor. 2. Tahun XXVI
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'_ Kampus UI DePOk
© T Telp. (021) 7270003

UNPAD Fakultas Hukum UmverSI-
tas- Pad_;adjaran 8andung akan
mengadakan "SeminarNasional Hak
Tanggungan™di Hotel Horizon Ban-
dung. Seminar diprakarsai oleh Ke-
lompok - Pengkajlan Hukum Bisms

*'Panitia'seminar akan menam'pxl%
kan sejumlah pembicara dari ka-
langan akadem131 dan’ prakt151 hu-
kum, yaitu:" Dr; Maria S'W. Su-
mardjono ‘SH.MCL:MPA : {dengan
makalah Meémahami Undan-undang
Hak Tanggungan atas Tanah), Prof.
Dr, Mariam- Darus” Badmlz&man
SH.MH" (dengan makalah “Posisi
Hak Tanggungan dalam’ Hukum Ja-
minan Nasional), Dr. Djuhaendah
SH (dengan makatah Hak Tang-
gungan atas Tanah dan Implikasinya

Hukun dan Pembangunan

tantzo SH (dengan ms alah Pr
dur Eksekusi Hak Tanggungan)

Tujuan pelaksanan seminar ini
adalah untuk’ memberakan informasi
dan gamba:an yang menyeluruh me-
ngenai substansi Undang-undang no-
mor 4 tahun 1996 tentang Hak
'I‘anggungan ‘atas Tanah '‘beserta
Benda-benda yang Berkaltan dengan
Tanah - :

BT TR

Semmar ‘Hukum dan

Kekuasaan dx FH UII
Uii. Fakultas Hukum Umversnas
Islam" Indonesia “telah menyeleng-
garakan seminar ‘nasional "Hukum
dan Kekuasaan" pada tanggal 28
Maret 1996 di Kampus UIl' Yogya—
karta.Seminar 'sehari “ini “dise-
lenggarakan dalam- rangka mempe~
rmgan 30 tahun Supersemar. %
© Asisten Menteri Lingkungan Hi-
dup Prof. Dr. Budi Santoso: men_]ada

atas Be%%;ﬁéﬁ;l@;.la,imn&b!ial%M@mh;gﬁxgxyﬁgma,am&@mmar ini

" pada Ta pada Tanah), Dr. Heru Supratomo,

-Panitia pelaksana ‘seminar juga

April 1996
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mikiran: bahwa mnegara-negara di: du-_::.
nia-termasuk Indonesia cenderungi.
melakukan pr;vatlsasx kekayaan-.ne---“ :

o 'bahwa kek{xasaan sebagai saiah satu
- unsur negara _memegang peranan:_

penyelesaian masé.lah yang akan
Idxrumuskan sebagax rekomendam

ari tersebut. Pemb;cara-pembicara
ainnya adalah: dosen FHUI Felix
.:Soebag;o, =SH LLM (dengan ma-

- kalah. Aspek Hukum Privatisasi);
(e - Ketua BAPEPAM Drs. Putn Gede
“‘Ary Suta (dengan makalah Aspek
' 'Peranan Pasar Modal daiam Priva-
wwwwﬁmmwgmwaﬁm%weww@ tisasty; Dirjen™ Pembinaan BUMN

tanggal : 4?' _
Panitia.. eiaksana 'semmar me~ -
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Departemen Keuanﬁan Bacehus Ru-:

| hubungz panitia pelaksana semin;

Hulkum dan 'Perﬁbang:&ﬁaﬁ:-

neter. anatlsasl)'i: S RISy :
“Peminat seminar ini dapat meng..::_ _

- Panitia Pelaksana Semmar
“Privatisasi BUMN
- Fakultas Hukum ur
Kampus UI Depok.

April 1996




T MENGENAL DASAR-DASAR F PENEGAKAN
bk  HUKUM LINGKUNGAN G b

‘Olsh: A. Muhammad Asrun

_ merupakan pengantar bag: mereka yang mgm mempelajarl pe~--

negakan hukum lmgkungan Dan isu penegakan hukum lmgkungan semakin:

pentmg klan harl karena penmgkatan aktivitas pembangunan yang di satu

] ‘berkah dan- ‘petakan di sisi. lam St .

Keberhas:lan penegakan hukum lmgkuagan sangat tergantung pada ke—.
mampuan aparat_ penegak hukum men_;alankan ketentuan hukum dan per-
atu erund undangan. yang mengatur masalah hngkungan Faktor ke- .
mampuan. aparat penegak ‘hukum tersebut pada akhirnya terletak pada pe-v
ngetahuan mereka tentang hukum 11ngkungan itu sendiri dan strategi.me-.
negakkan hukum lingkungan,

Buku ini menjadi penghantar yang bagi aparat penegak hukum dan siapa
saja yang ingin mengetahui "abc"-nya hukum lingkungan.

Buku ini terdiri dari sembilan bab dan disertai sejumlah lampiran per-
aturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bab 1 merupakan pendahu-
luan, yang mengulas secara ringkas masalah lingkungan hidup, ekologi dan
sistem ekologis.

e B30 2 miemberi pengantar kepada hukum linglungan. Penulis- menyajikan

Nomor 2 Tahun XXVI



" p_gﬁgggabﬁa;r_l.;das_ar.:.t_ent'ar}_g hukum !_ingkux_xgan dan perkembangan hukum

ah pilihan mstmmen hukum bag1 penegakan hu- :
hukum administratif, hukum perdata dan hukum

: gakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum -
admxmstratlf i

Bab7 membxcarakan penegakara hukum hngkungan melahu mstrumen hu-
kum perdata.. | £

‘Bab 8 mengu}as aspek ] _ukum pidana dalam penegakan hukum ling-
kungan.

Bab 9 membzcarakan penegakan hukum imgkungan di tingkat masyarakat
internasional. ’

Kehadiran buku sangat besar artinya terutama aparat penegak hukum
yang bergerak di bidang hukum imgkungan karena buku ini dapat menjadi
"buku pintar™ bagl mereka. Buku'ini selain menyajlkan teoritis tentang ‘hu-
kum hngkungan 12 juga’ ‘membahas kasus-Kasus Hikum lmgkungan e

““Buku'ini juga pénting bagi aktivis imgkungan karena buku'ini menghant ;
kepacia pemahaman teknis tentang apa itu hulkum lmgkunoan Mereka akan
mendapat gambaran- yang’ komprehensnf tentang hukum imgkunfran 7

“Keunggulan lain-dari buku ini terletak pada fakta bahwa buku ini dituhs_"
oleh pakar hukum lmgkungan dan bekas jaksa | yang bergelut dengan masalah”
lingkungan. Penuhs buku ini, Dr. A: Hamzah; banyak terhbat dengan usaha«"f
usaha sosialisasi tentang hukum lingkungan,” " * )

- April 1996
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AGRARIA
Crown, Barry C.
A__rtikel

o Cutting the apron Strings: The localisatiwa of Singapore’s Lan g
o ::and Trust Law/by Barry C. Crown.-- Smgapore S5 ngap{)re Journai .
. Legal Studies, 1995, SILS "95:75.

PDH-FHUIL

LEMBAGA INTERNASIONAL

Samekto, Adji
Artxkel T
i “Peranan Sekretaris Jenderal PBB dalam Rangka Pembentukan

Pasukan Perdamaian PBB/oleh Adji Samekto.— Semarang: Masalah-
E maiah Hukum, Majalah FH-UNDIP 1994, XXIV, No. 3:2.
4 PDH-FHUI

LINGKUNGAN HIDUP

Suprapto, Riga Adiwoso
Artikel _ S
' "*'Undang-undang Lingkungan Hidup: Peran serta’ wanita dalam
*lingkungan hidup/oleh Riga Adiwoso Suprapto.-- Jakarta Majalah
_ Hukum Nasional 1994, No. 1:105.
' PDH-FHUI
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175 N Hukum‘.cf;!ré Pembangunan

* KEPROTOKOLAN

December 509

KONSTITUSI

Har, Michael
Amkel frd
' -.The Presumption. of :innocence -a Constitutional Dlscourse for
Smgapore/by Michael .Har.-- Singapore: Singapore Journal of Lagal
Studies, 1995, SILS 95, December: 365.

HUKUM PERANG

Setyono, Joko
Artikel 5
: - Pengaruh asas-asas hukum kebiasaan perang terhadap asas-asas
hukum ‘humaniter . internasional/oleh :Joko. . Setiyono.-- Semarang:
Masaiah-masalah Hukum, Majalah FH-UNDIP, 1994, XXIV No. 3:12.
SRR PDH-FHUI

HUKUM PIDANA

Kartiman
Artikel

: --Permasalahan - Penegakkan . Hukum (Pidana) terhadap tmdak
pldana kesusilaan/oleh Kartiman.— -Semarang: - Masalah-masalah
Hukum Majalah Hukum FH- UNDIPTb 1994 XXIV No. 7:2,

_ PDH-FHUI

 April 1996




. Ranidajita, TH.
Artikel

‘Eksistensi Sanksi Pidana dalam Hukum Administrasi; Neagra._
khususnya Hukum Pajak/oleh TH. Ranidajita.-- Semarang;: Masalah—=:_
"Hukum Maja!ah' ukum:FH-UNDIP. Th..1994; XXIV No.

PDH-FHUI

'HUKUM PIDANA - PERTANAHAN

Utama, Yos Johan
Artikel ST e
Penerapan sanksi pidana dalam penegakkan tindak pidana
- pertanahan/oleh - Yos. Johan: Utama.--. Semarang: .Masalah-masalah
Hﬁ}mm Majalah Hukum FH UNDIP Th. 1994, XXIV No 7:19.

O R - PDH-FHUI

HURKUM TATA NEGARA

Lubis; M. Saliy
Arukel ; it RS TE TR S P
Perumusan dan Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan asas-asas
::.hukum nasionat (ditinjau dari aspek ketatanegaraanfoleh M. Sally
Lubis.~— Jakarta: BPHN, Majalah Hukum Nasional 1995, No. 2:28.
PDH-FHUI

HUKUM TRANSPILANTASI

Ajani, Gian-Maria
Artikel e ' ; ‘ : :
By Change and Prestxge Legai transplantss in Rus:a and Eastem
Europe/by Gian Maria Ajani.~ USA::The American -Journal of
=+ Comparative Law, Vol. XLIII, 1995, No. 1:93.
PDH-FHUI
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_'__:Legal Smdxes SJLS ’95, December 458

?AJAK PENDAPATAN

-"'Deductxbxhty of Expenses under Smgepore $ Income Tax act/by
“Liu Hern- Kuan.— Singapore: Singapore Journal of Legal Studies,
-1995,"SILS '95 December;479.

PDH-FHUI

Sih, Kez Bun
Artikel _ __
Income Taxation of the Husband and wife/by Soh Kee Bun.--
Smgapore Smgapore Journal of Legai Studies 1995 SILS 95,
December 422 -
e SRR e * PDH-FHUI

SOSIOLOGE HUKUM

Roesminah
Artikel
Pembinaan cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasional
(datm;au dari aspek kelembagaan pembentukan hukum termasuk proses
- dan ‘prosedur)/oleh Roesmmah - Iakarta BPHN Ma_;alah Hukum
“Nasional 1995, No.:2:46. S
PDH-FHUI

Ubbe, Ahmad
Artikel

= One 10t 0 many the tax treatment of hossa in the assetammam_
: of Chargeable income/by Stephen Phua.-- Singapore: Smgapore!ournal_

PDH-FHUL

Dukungan ™ peratiran  perundang-undangan dalam tangka

April 1996




__139 :

persamaan kesernpatan bagi penyandang cacat/oleh Achmad Ubbe
Jakarta Majalah Hukum Nasaonal 1994 No 1 120 '

s_}af:séﬁfﬂ.:ismaﬂ =

Artakel T
Impiementas1 cita hukum dan penerapan asas-asas hukum nasxonal

segak Iahirnyaiorde: baru/ole Abdulkad;r Besar‘»- __: '
Naszonal 1995 No. I 18 e S

Saieh Roeslan

Kﬁsﬁiﬁé-Atmadja;:;-Moec’htari G
Amkei

klm dan masa: yang akan datan0/oieh Moechtar’ Kusuma-Atmad}a'
‘Jakarta: Majalah Hukum Nasxonal 1995 No 1 91

“PDH- FHUI‘i
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180 o . Hukum dan Pembangunan -

PenullsNOmor i

-_A Muhammad Asrun lahir di Ujung Pandang, 19 Nopember 1959 'M m-
_Sar;ana "Hukurn dari. Fakultas Hukum Umversuas Indonesw. j

" -"-'baugunan pada media massa Sekarang menjadl staf sekretar;at Konsorsxum -
flmu Hukum dan analyst pada proyek Bank Dunia "Legal Development St~
dies". - Penulis juga sebagai Redaktur Pelaksana pada Majalah Hukum dan'
Pembangunan 3

Handoko Tjondroputranto adalah staf pengajar matakuhah krammahstlk
pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Agus Brotosus:!o adalah staf pengajar Filsafat Hukum pada Fakultas Hu-
kum Universitas Indonesia dan Program Pascasarjana Bidang Hmu Hukum'
Universitas Indonesia, Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas:
Hukum Universitas Indonesia. pada tahun 1983, dan Magister Hukum pada
Departemen of -Sociology,  Brown: University ‘pada -tahun '1990. Saat ini
mengajar Hukum Bisnis pada program MBA, Institut Pendidikan dan Pe-
- ngembangan Manajemen, dan juga anggota Tim Pengkajian Tanggung Jawab
Produsen Makanan dan Minuman, Badan Pembinaan Hukum Nasional, De-
partemen Kehakiman. Selain itu penulis juga aktif dalam berbagai penelman 4

Anna Erliyana, adalah staf pengajar. Hukum Administrasi Negara, Hukum
Perpajakan dan Hukum :Acara Peradilan Tata Usaha Negara pada Fakultas
Hukum Universitas Indonesia, ‘mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas
Hukum Universitas Indonesia tahun 1984.

Yusuf Shofie, adalah staf pengajar tetap Hukum Perlindungan Konsumen
pada Fakultas Hukum Universitas Yarsi, memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada tahun 1991 Program Praktisi Hukum dari Fakultas Hukum Universitas
Indonesia. Sejak tahun 1991 sampai sekarang, Penulis menjadi staf Bidang
Pengaduan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Di samping be-
kerja sebagai pengacara, penulis juga menjadi Anggota Tim Analisa dan
Evaluasi Hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departe-
men Kehakiman. Terakhir menjadi Anggota Tim Analisa dan Evaluasi Hu-

' ':"i?i;brii 1996



: ._Penul:s Nomor Im _ : . o _ _:1;81.
o "kum "Praktek Pemasaran Ruman yang Merug;kan Konsumen" (1995- 1996) B

'Firoz Gaffar memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Unx— '
: _.versxtas Indonesia pada tahun 1993. Selain sebagai Redaktur Pelaksana pada _

o -_.Majalah Hukum dan Pembangunan, penulis juga bekerja sebagai analis untuk_' '

o :iproyek Bank Duma “Legal Development Studles
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